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PUTUSAN
Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX
XXXKXXXXXK,  XXXXXX XXXXXX,  XXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXK, XXX XXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXX XXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Januari 2024,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXX,  XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,  XXXX
XXXXXXKXX,; XXXXXXXXK XXXXXXX XXX, XXXXXXXXX
XXXXXXK, XXXXXXXX XXXX XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan memeriksa

alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di
bawah Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 18 Januari 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah
pada tanggal XXXXXXXXXX M/20 Zdulgo'dah 1437 H dihadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX  XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXX, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksankan Tergugat telah membacakan dan
menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat
tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di XXXXX
XXXXXXXXXK,  XXXXXXK XXXXXXK,  XXXX XXXXXXXXK,  XXXXXXXXX
KXXXXXXKK, XXXXXXKXX XXXXKXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX dan
antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya
suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
XXXXXXXXXXXXX (Sumedang, 02 Juni 2018);
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2023 rumah tangga
antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman milik orangtua Pengugat serta
Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat sampai
dengan saat ini terhitung selama 4 bulan. Tergugat telah melanggar shigat
talik talak poin 2 tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan
lamanya ;
5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu
maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi
tetap tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku
Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia
membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis
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Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'l dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya
KXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik
secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk
dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor
XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama
KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXXK XXXXXXXX (Bukti P.);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :
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1. XXXXXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga terakhir di XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX
) 9,0.0.9.0.0.0. 0.8 9.9.9.0.0.0.909.9.9.00.990.008.999.900009.900000006

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak
24 Agustus 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September
2023 hingga sekarang empat bulan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan
Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama
itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga
kehormatannya,;

2. XXXXXXXXX, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat serta kenal dengan
Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak
24 Agustus 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September
2023 hingga sekarang empat bulan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan
Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama
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itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga
kehormatannya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak
diketemukan:

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa
hukumnya Humaedi Abdurohman, S. Sy., Rizki Anugrah Insani. Y, S. Sy.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya
kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki
aspek-aspek yang khusus (lex specialis) serta dalam rangka menghindari
adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti,
oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 10 hal.
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Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat,
Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah
mengajukan alat bukti P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat
oleh bukti tertulis P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta
otentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada
alasan-alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang
telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, alasan mana
berdasarkan ketentuan pasal 116 hurup (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.) telah terbukti sesaat
setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang
saksi yang masing-masing bernama Santi Susanti binti Wawan dan Neneng
binti Oma,;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah sebagai bibi Penggugat
dan saudara sepupu Penggugat, adalah orang yang berhak untuk menjadi
saksi dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat
menyatakan bahwa sejak awal bulan September 2023 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi
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meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tergugat sudah tidak bertanggung
jawab lagi kepada Penggugat, ia sudah tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat sekurang-kurangnya selama 3 bulan secara berturut-turut dan atau
selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat,
sementara Penggugat sendiri tetap taat dan patuh kepada tergugat
sebagaimana layaknya isteri yang baik serta saksi telah berupaya memperbaiki
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan dua orang
saksi Penggugat sebagaimana yang telah terurai diatas, Majelis Hakim telah
dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat
taklik talak;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal
bulan September 2023 yang lalu;

- Bahwa selama kepergiannya tidak ada memberi nafkah wajib
kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat
dipakai sebagai nafkah Penggugat;

- Bahwa Penggugat berprilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti
tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar
uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya
talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula
bahwa syarat ta’lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam
yang tercantum dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz Il halaman 302 yang
berbunyi :

Laalll (uaiios Mot 3g>gs g8g diuay GMall §le (yo

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak
tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya

ucapan’;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116
(g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i
Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta’lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta’lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Dindin Imanudin bin

Rahman Sumarna) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh
berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan kepada  Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H.
Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan
Drs. H. Mukhlis. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H Drs. H. Mukhlis.

Panitera Pengganti

H. Asep Suryana, SHI

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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3. Biaya Panggilan : Rp. 57.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai __Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 202.000,00

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



